
Undang-Vr;cang Nornor 14 Tanun 1950 tentang Pembentukan 
Daeran-Dzer"'11 Kalluoaten Datarn lingkungaa Propinsi Ja..-,a 

Baral (Barf.a Negara Tahur 1950); 

~ngingat 

pada hunr a caias, 9vna memenu!:li ketemuan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan AparalUr Negara lllomor 

Per/ 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyvsunan Standar 
Operating Prosedur (SOP) Adm1nis!rasi Pemerintahan. mal<a 
dtpandang pe, .o d1te1apkan pedoman penyusunan standar 
operasional dan prosedu (SOP) Admlrus!rasi Pemerinlalian 

df LlngkUngan Pemer,ntah '<abupaten Be•.asi dengan Peraruran 
Bupatl. I 

pemerintahan; 
b. banwa berdasarkan pe-Jnbangan sebagalmana d,kamsud 

• - 

a. bahwa untuk petaksanaan reformasi btrokrasi me!alui 
pengamran sistem can prosedur kerja yang jelas, efeklff. efisien 
dan terukUr sena sesua, dengan perkembangan reguJasi 

diperfukan penerapan stancar operasonal dan prosedur (SOP) 
terhadap seluruh proses penyelenggaraan adm,nistrasl 

Men,mban9 

BUPATI BEKASI, 

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAA 
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

TENT ANG 

BUPATI BEKASI 
PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR : 35 T AHUN 2010 

SERI: 2010 NOMOR: 35 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI 



Reformasi Biroktasi, 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor Per121. M.PAN/11 .2008 tentang Pedoman Penyusunan 

Stanclar Operasonat Prosedur (SOP) Administrasi 
Pemenntahan: 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bei<aSI Nomor 6 Tahun 2008 
tenlang Urusan Pemelintahan Kabupaten Bekasl (Lem!>are.n 

Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 2008 Nornor 6); 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nonior 7 Tahun 2009 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupalen Bekasi 
(lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7). 

• 

2 Unclang-Llndang Nomo, 'O Tanu,, 2004 tentang Pembenrukan 
Perawran Perundang-undangan (Lembaran Negara 9epub,.K 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4389): 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
oaera,'1 (Lembaran Negara l'lepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125. Tambanan Lembaran Negaia Nomor 4437); 

sebagaimana te!ah d,ubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2008 tentang Peru!Jallan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tenlang 
Pemenntahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Te.mbahan Lembaran Negara Republik 
lrldonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tehun 2005 tentang Pedoman 

Pemb,ne.e.n dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemer,n:ahan 

Daerah (lembara'l Negara Repulllik Indonesia Nomor 4955}; 
5. Peraturan Peme,Intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembaglan Urusan Pemerinlahan Antara Pemerinlah, 

Pemerintahan Daerah Provins!, dan Pemerintahan Oaerah 
Kallupaten.ll<ota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, "arnbaban Lembaran Negara Nomor 4737); 
6. Peraturan Pemenntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Orqamsasi Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran 
Negara Republil<. Indonesia Nomor 4741): 

7. Peraruran Memen Negara Penda)•agunaan Apararur Negara 
Nomor Peril 5,IM.PA'l/712008 tentang Pec1oma., Umum 

• - 



6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerall, selanjutnya disebut DPRD 
actalah Sadan Legislati! Oawan: 

7. Satuan Kerja Perengkat Daareh ya~g selanjutnya disebut 
SKPO adalall satuan keqa perangkat daerah di ~nglrungan 
Pemerintah Kabupaten Bekasi yang terdiri dari Sekretanat 

Oaerah, Sekretariat DPRD. lnspektorat, Sadan Perencanaan 
Pembar,gunan Oaerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Dae,ah, Lemt>aga Lain (satuan Pofisi Pamong Praja, i3adan 

Pelayanan Penzlnan Terpadu). Stal Ahli, Kecamatan dan 

Kelurehan 
8 Prosedur adalah langkatl-langkah can tahapan mekanisme 

•erja yang harus dnkub o!eh seluruh urnt organ1sasi untuk 
melaksanakan keg.a.tan sesuai clengan kebijakan yang telah 

ditetepkan: 
9 Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian rugas untuk 

mencapai has:1 kerja tertentu, sesuai dengan ia,~gl<ah-langkah 

xerJa yang tetah d:!entllkan dalam Standa" Operasonal 

Prosedur. 

3. Kepala Daerah Kabupalen adalah Bupatr 

4. Sekretariat Daer ah adalah Sei<retariat Oaerah 
Kabupaten Bekasi 

5. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daereh 

Kabupaten 8ei<as' 

Dalam Pereturan Bupati Bekasi ini. yang d1rnaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekas,. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepa!a Oaereh beSerta Perangkat 

Oaerah Otonom yang :aln sebagai Badan Eksekutif Daera.'1: 

PasaJ 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

DI LINGKUNGAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
PEMERINTAHAN KASUPATEN BEKASI 

PEOOMAN 

PAOSEDUR 
BliPATI BEKASI TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL 
PERATURAN 

PENYUSUNAN 

MEMUTtJSKAN. 

- 

MenelaJ)l<an 



Baglan Kesatu 
Maksud dan T UJUM 

Pasal 2 
(1) Pecroman iru dimai<sud~.an set>agai acuan bagi SKPO 

di Llngkungan Pemeontah Kabupaten Bel<asi dalaln 
mangidentifil<asi, merumuskan, menyusun, mengembangl<an. 
memonitor serta mengevaluasi Standar Operasional Prosedur 
dalam penyelenggaraan adrnmistrasl pe,nennlahan sesuaJ 
dengan tugas pokok dan fungsi. 

(2) Pedornan irn bertujuan untuk : 

a. Membantu seuap unrt organisasi yang terl<ecil agar memiliki 
Standar OperasionaJ Prosedur 

b. Menyempumakan proses penyeienggaraan pemenntahan di 
hngkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

- - 

BAB II 

MAKSUO DAN TUJUAN SERT A MANFAAT 

pembuatan diag,am aJur keg,atan setiap umt o,ganlsasl 

yang memuat langkah·lan~ 

ia.hap-.ahap penyusunan serta 
Operasional Prosedur 
perslapan penyusuoan. 

; 0. StanC!ar Ope<aSIO<"IB ProSedu• al'.!aJah serangl\alan nsuukS• 
leftUhs ;<ang <l!bakukan mengenai berbagal proses 
penyeienggaraan admirustrasi pemerintahan. 

11 Pelayanan ·nternal adalah berbagai jenis pelayanan yang 
d•lakukan oleh unit-unit pendukung pada sekretanat kepada 
se1uf\Jh unh-untt atau pegawai yang berada dalam ringkungan 
,nternal organ,sasi Pemerinlah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. 

12. Pelayanan El<sternal acatan bertlagai jenis pelayanan yang 
dilaksanakan unlt·unrt hni organisaSI Pemenntan yang 1an9sun9 
dttujukan kepada rnasyarakat atac kepada lnstansi Pemer,ntah 
lainnya, sesua. dengan tugas pokok Clan tungsinya 

13. Adm,nistrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses 
pelaksanaan togas dan lungsi pemerintahan yang dqaianka.­ 
oleh organisasi Pemenntah. 

14 Pedoman Penyusunan Standar Operas,onal Prosedur adalah 
dokumen yang berfungSI acuan dalam penyusunan St.andar 



t --- 
Auang iingkup "edoman in, adalah seluruh proses penyelenggaraan 

admlrnstrasl pemerintahan terrnasuk pemberian pelayanan intemal 
maupun ekstemal organisas, Pemerintah Kabupaten Bekasi yang 
dllaksanakan o!eh unit-untt orqantsasl pernermanan. 

Pasa14 

BAB Ill 

AUANG UNGKUP - 

e. Mengh1ndan tumpang ti'ldah pelaksanaan togas: dan 

I. Menjam,n konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek 

muru, waktu dan prosedur. 

d. Meningkatkan akuntabolitas. efisiens, dan efektivitas pelaksanaan 

tugas can tanggungJawab indMduat pegawa, dan organisasi 

secara kesefuruhan: 

c. Mengurangi tingkar kesalahan dan kelalaian yang mungkin 

dllakukan seorang pegawai dalam melaksanal<an rugas; 

Bagian Kedua 

Manfaat 

Pasal3 

Manfaat Stanoar Operaslonal Prosedur daJam penyeJenggaraan 

adminlstras, pemerlntahan adalan 

a. Sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam 
menyelesa,kan, mempetbaik• sena mengevaluasi pekeqaan yang 
menjadi rugasnya; 

b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang meniadi 

tugasnya: 

c Meningl<atl<an ieroo aomrns1,as. oaJam oenyeJengga,aan 

pemenntanan <lJ fingkung;,n Pemerw,tah Kiabupaien BekaSI: 

da.'1 
Cl Men1ng><all<aR kuamas pelayanan kepada masyarakat. 



a. Kemudahan dan keielasan. yaitu prosedur yang distandarkan 
harus oapai dengan mudah dimengerti dan d~erapkan oteh 
semua pegawa, bahkan seseorang sama sekall baru dalam tugas 

pelaksanaan tugasnya: 
b. EfiS1ensi dan efektMtas, yaitu prosedur yang distandarkan harus 

efis,en dan efektij dalam proses pelaksanaa~ tugas· 

c. Kese!arasan. yartu prcsedur yang distaodarkan harus selaras 
dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait 

d. Ke1erukuran. yartu keluaran proseour yang diStandarkan 
mengandung standar kualitas,mutu tenentu yang dapat <iiukur 

pencapaian heberhasilannya 
' e. Dinam~. yailu proseour yang d1standarl<an narus denqan cepat 

dapat dJsesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas 

peiayanan yang berkembang; 
!. Beronentasl pada pengguna (mereka yang dilayanQ, yaitu 

prosedw yang dis'.andarkan harus mempe:ttmba.~gkan 
kebutuhan pengguna. sehingga dapat membenkan kepuasan 

kepada perggvna; 
g. Kepatuhan hukum. yaitu prosedur yang distandart<an hatus 

memenuhl ke!entuan peraturan perundang-uooangan yang 
ber1aku;oan 

- 

Pasal 6 
Prinsip Penyusunan Standar Ooerasonal Prosedur sebagaimana 

dimaksud oada Pasal 5 huruf a, adalah · 

Bagian Kedua 
Prinslp Penyusunan 

Pasal5 
Pnns,p-prins1p Slandar Operasional Prosedur terdiri atas : 

a. PRl\s1p penyusunan Standar Operasional Prosedur; dan 
b. Prinsip petaxsanaan Standar Operasiooa! Prosedur. 

BABIV 
PRINSIP 

Bagian Kesa!U 
Umum 



Janis Standar Operasiona; Prosedur, ,erdiri Dari 

a. Standar Operaslooal Prosedur Tekn:s, digunakan untuk bidang­ 

bidang pekerjaan yang berSJlat tel<nis dan 

b. Standar Operasional Prosedur Administrasi. digUnakan untuk 

proses perencanaan. penganggaran danlatau siklus 
penyelenggaraan administrasi pemerin!ahan. 

Pasal8 

BABV 
TATA CARA PENYUSUNAN 

Baglan Kesaw 

Jems 

- 

a. Konsisten. yaitu harus dilaksanakan secara konsisteri darl waktu 

ke wakru oleh siapapun. dan daJam kondlsl aoapcn. oleh seluruh 
Jaiaran o,ganisasi pemerintah: 

b. Kom11men. yal!U harus dilaksa~akan de,,gan komilmen penuh 
can seluruh [alaran o,ganisasi. dan jentang yang paling rendah 
sampai dengan yang lertinggi; 

c. Perbaikan berkelaniu'.an. yaltu pelaksanaan harus terbuka 

terhadap penyempumaan untuk memperoleh prosedur yang 
cenar-oenar ef,s:en dan e!ek1if: 

ti MerigJKat. ya,ru harus meng1kat pelal<sana dalam meiaksanakan 
rugasnya sesual dengan prosedur standar yang telah diterapkan; 

e. Se!uruh unsur memilki peran penting, yaitu seluruh pegawa' 
mempunyai peran tenenlu dalam setiap prosedur ya,,g 
distandarkan; dan 

f. T erdokumentasi dengan baik. yaitu setaruh prosedur yang tetah 

dlstandarxan harus didokurr,entasikan dengan bail<. 

Pasal7 

PrinSip pelaksanaan Stander Operasionat Prosedur sebagaimana 
dimaksud paoa Pasat 5 hurut b adalah : 

Sag.an Kevga 
Prinsip PelakSanaan 

Kepastian hukum ya,tu l)fose<iur yang o=ar1<an d,,etal)l<an 

Glen Pf'lll)lflan sebagaJ seouah proouk hukum yang dilaali. 
dilaksanal<.an aan menjad, instrume,, unluk mermungi pegawa, 
can kemungk1nan tunMaP hukum 



- memuat: 
a) Nama Standar Operasionat Prosedur. 

bl Satuan Kerja/Un1 Kerja; 

c) Nomor Oo~.ull'en: 
d) Tanggat pembuatan; 
e) - anggaJ revisi: 

Q T anggaJ efei<tif: 
g; Pengesahan oleh pe,abat yang ber1<ompeten; 

h) Dasar hukum: 

ii Keier;..a.Itan. 
j) Penr.gatan 
k) KualJHrasi personet: 

satuan kerja; 

3. Tahun p!lf'l'lbuatan; 
4. Alamat instansr, dan 
5 lnfoonasi lain yang dtperlukan. 

b. Lembar pengesahan dokumen Stanclar Operasional 

Proseour, merupakan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Ookumen Standar Operasional Prosedur yang 

dttandatangan1 oieh pimpinan unrt organisasi alas narna 
Supati; 

c. Standar Operaslonal Prosedur yang dilaksanakan clengan 
prosedur kegiatan pada masing-mas,ng unit organisasi 
Pemerintah Kabupaten Bekasi, terdiri dari : 

1 Standar Operasional Prosedur 1 meliputi desl<ripsi un~ 

organisas. yang memuat : 
a) Vis,: 
b) Mis·: dan 
c) Moto,janJi iayaoan. 

2 Standar Operas.onai Prosedur 2, yang rreliputi informasi 

rr,e~genai prosedur ya.19 akan distandarkan. can 

Pasal9 

(1) Dokumen Standar Operas.ooa' Prosedur memuat : 

a Halaman judul (cover). yang memual : 

Lambang oaeran: 
2. Judul dokumen SW.oar Operasional pada mstansl I 

Elagian Ked:.;a 

Ockumen 



Hal-hal yang belum cur<Up d•atur dalam Peraturan Bepan ini 

sepan1ang mengenai teknis pelaksanaannya, dnetapka~ olen 
Sekretaris Oaerah Kabupaten BekaSi 

Pasal 12 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VII 

(1) Dalam rangka e1isiens1 dan efektivitas etas pelaksanaan Standar 
Operasional Prosedur. cJ'lakukan evaluasi secara berl<aJa paling 
sedikit 1 {saru) kali oatarn 1 (satu) tahun. 

(2) Evaluasl sebaga,mana d1maksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

unit organisasi penyelenggara kegiatan. lembaga yang 
be,wenang melakukan eva;uas, d1 hngkungan Pemenntah 
Kabupaten 1!€kasi atau lembaga ,ndependen yang diminla 

bantuannya o!eh Pemerintah Kabupa:en Bekasi. 

- 

Pasal11 

Kepala unit organisas, penyelenggara kegiatan di l,ngl<Ungan 

Pemerlntah Kabupaten Bekasi. waj;b melakukan mon~onng dan 

penwawasan internal ternactap pelaksanaan Standar OperasiOnal 
Prosedur. 

Pasal 10 

BABVI 

MONITORING. EVALUASI DAN PENGAWASAN 

ij 0eraialan dan perteng<aoan: Clan 

m) Peocatatan, 

3. Standar Operas,onal Prosedur 3. yang merupakan 
penie'asan mengenai langkah·langkah kegialan secara 

tennc, dan sfstemats dan prose<lur yang distendarkan 

dan disuson dalatn bentuk d:agram alur {ffow chart) 

dengan rnengguna!<a.n simbol-s,mbol proses kegiatan. 

(2) Format hatarnan 1udul (cover), tembar pengesahan dan Standar 

Operasional Prosedur sebagaimana dtmakSud paoa ayat (1) 

tercantum oalam Lampiran. sebagai bagian yang !l(lal\ 

terplsahkan darl Peraturan Bupao lru, 



• - 

_,.- 
SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 

v~ \.' 
H. OAOANG MULYADl'--' 

SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN BEKASI 

Oiundangkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 31 Desember 201 o 

H.SA'OUOOIN. 

BUPATI BEKASI. 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 31 Oessmoer 201 O 

Perawran Bupa;, 1n mulai bet.aku pada tanggal d1undangkan. 

Agar seuap orang mengetafluinya. memerintahkan 
pengundan9an Pera1uran Bupati in, adengan penempatannya 

dalam Berna Oaerah Kabupaten Bekasi 

Pasa. 13 

t!d. 



) 

Alamat insiansi 

OINAS!BADAN .... 
JI. Nomor ......... (kode pos) 

Telp - Faks: . 
website, ·email ; . 

Tahon pembualan Ta.'lun ---------+ 

STANDAR OPEAASIONAL PROSEDUR JudlJI dokumen 
DINAS/BADAN.... . .. --------+ Slandat OperaSJOnal 

Prosedur 

L 

A. HALAMAN JUDUL (COVER) 

FORMAT DOKUME!'l 

V-MPIRAN · PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR TAHUN 2010 
TANGG.<L: 
TENTANG ·PEOOMANPENYUSUNANSTANDAR 

OPERASIONAi. PROSEDUR AOMlNISTRASI 
PEMERINTAHAN DI UNGKUNGAN PEMEAINTAH 
KABUPATEN BEKASI 



NAMA 

Ditetapkan d ··········-················ 
pada tanggal . .. . . 

a.n BUPATI BEJ<ASI 
KEPALASKPD 

. . --······ ···--·· , 

. ...................... . 
. . ............ - . 

. . ''" . .. . , 

Menetapkan 
PERTAMA 

KSQUA 

KETIGA 
KEEMPAT 

MEMUTUSKAN 

" Peraturan Pemenntah : 

3. dan se:erusnya 

. ... , 1 Undang·Undang Mengingat 

c. dan sererusnya : 
b. Bahv.,a . : 

. .... . . a.Bahwa ........ Menimbang 

KEPALASKPO 

TEllaTANG 

STANOAR OPc.RASIONAL ;,ROSEDUR 
PADA SADAN VINAS . 

KEPUTUSAN KEPAI.A SKPD 

NOMOR: TAHUN . 

Jalan . .. Nomor .. . .. (kode pos) 
Telp Fa~s: . 
website. ema• : . 

PEMER1NTAH KABUPATEN BEKASI 
OINAS,BADAN . Lam1:>ang 

Daerah 

6. LEMBAR PENGESAH.t.N OOKUMEN 



Kolom 3 

Ciisi dengan misi ya~g aoa datam Rencana 
Strateg,s Organisas, Perangkat Daerah 

~~~~~~~~ 

Dusi dengan moto;janJi layanan yang ada ka:tannya 
dengan pelayanan umurn,ipublik. 

Kolom 2 

Dlis• dengan vtsi yang ada dalam Rencana 
Strateg,s o,ganisasi Perangkal Oaerah 

Kolom 1 

Oiis! dengan nama Organisasl Perangkat Daerah Nama Organlsas, 
Perafl{lkat Oaerah 

Gara Pengisian 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1 dfJSi de,,gan meroesknp&kan 

01ganisasi Perangkat Oaerah. 

3 2 1 

MOTO!JANJI LAYANAN MISI VIS1 

LAMBANG OAERAH 
(Nama Orgarnsasi Perangkal Oaerah) 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI 

C Slallda: Operas,or.aJ Prosecu, 
1) Sta!l!lat Qperaslot1a! Prosedur i OeSl<npSl Unit Orgamsas, 



Olis, dengan nama prosedur yang akan d~Stanoar 
Operas-onat Prosedur·ka~ Claro kegiatan 

Nama Standar 
Operasional Prosedur 

Dt;s; dengar, Narra Pejabat yang berkompeten 
yang mengesahl<all 

Oisahkan oleh 
Dusi dengan tanggal mulai ber1alw 
Diisi dengan tanggaJ Standar Operasionat Prosedut . Tanggal Revisi 

Tanggal Efektif 

Dus, dengan tanggal pengesahan Standar 
O erasiooal Prosedur 

Tanggal Pembuatan 

Diisi dengan Nama Saluan Kerja!Unil OrganisaSi 
Di,si dengan nomor prosedur yang di-Standar 
Oceraslooat Prosedur-kan. yalru kode kegietan 

_sanJ_?n Kerja/Unil Ketja 
Nomor Stander 
Owrasional Prosedur 

_ Cara Peng,sian : • 

1. 
2. 

Per1Catatan can Pendataan . Perongatan : 

1. 
2. 

1. 
2. 

1 
2. 

~~eterkaitan : Peralatan/Per 

Kualffii<asi Pelaksana . [ Dasar Hukum . 

Nair.a Slandar Opera.sional Prosedur 

Nomor S',andar 
Lambang SATUAN KERJA Operasional Prosedur Daerah 

Tanggal Pembuatan 

"IAMA I T anggal Revisi 

UNIT KERJA Tanggal Efektif I 
. 

2) Staodar Opecas,onal PtOSed'-Jr 2. lnfonnasi mengenat prosedur yang aJ<an 

<fJStandarkan 

O,sahl<an oleh 



I 
3 
2 

1 I 

1 

Waklu 

2 1 

I Mu!u Buku J . I Pelaksana Kegiatan 
No Ura,an 

Keg,atan Pelaks 1 Pelaks 2 Pelaks 3 

8 7 6 5 4 3 

3) Standar Operasional Prosedur 3 Prosedur 

Penjelasan mengena, langkah·la~gkah keg1atan secara tennci dan sistematis 
dari prosedur yang distandarl<an. 

Pencatatan/pendataan Olis, ce~gan penjelasan mengena. berbagai hal 
yang oerlu didata dan d1catat oleh setiap pegawai 
yang berperan daiam melaksanakan prosedur yang 
telah distandarkan 

Peralatan/perlengkapan OiiSi dengan penjelasan mengenai daftar peralalan 
dan penengkapafl yang dibutuht<an 

Kuallfikasi Pe!aksana Oiisi dengan penje:asa" mangen&J kualrtikas, 
pegawa1 yang diovtuhkan dalam melaksanakan 
perannya pada prosedur yang distandarkan 

O,,s, oengan penJelaSa/1 me"9enai keterkarta.~ 
oroseaw yang distandarkan dengan proseour lain 
yang OJSlandari<atl I 
Oi1si ctengan: 

Penjelasan mengenai kemungkinan· 
kemungkinan yang terjadi ketika prosedur 
d•iaksanakan atau bdak dilaksanakan 
Peringatan memberikan inaikasl berbagai 
pe1T11asalahan yang mungkin muncul dan berada 
a, luar kendali pstaksana ketika prosoour 
duaksanakan dan bemagai dampak yang 
dilimbulken 
Dalam haJ Im d11elaskan pula bagaimana cara 
mengatasinya 

!:!:isl Clengar, pe<allJran perun<lar.g-unoangan yang 
meooasan prosedur 

clasal ,,1.:1<um 



Simbol uii dig~nakan 1.mwk mengga"rlbarkan perpindahan 
aktlv,ias datsm satu naiaman 0 
Kcmaktor antar ha•aman 
Slmbcl ;n; digunakan untuk menggambarkan perpindahan 
akt!Vltas ke nataman berikutnya. 0 
Dokumen. 
S,mbol ,m digu~akan untuk menggambart<an semua jenis 
dokumen sebagai bui<ti pelaksanaan kegiatan. 

Pengambilan Keputusan 
Sirnbol ,m digunakan unwk menggambarl<an keptrtusan 
yangh harus dibua! datam proses pelaksanaan kegiatan_ 

Proses. 
Simbol ini diguna',<at1 untuk menggambarl<.an proses 
pelaksanaan kegialan. 

Mu'.a[lberakhlr (term,na!Or) . 
Sirnbol lnl digunakan untuk manggambarkan awal dan akhir 
suatu at«. 

- 

DEFINISI SIMBOL 

4) Simbol Kegiatan 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada akhirnya akan mengarah pada 
terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktlVitas atau kegialan 

masing-masing unit organ,sasi. Un~J< menggambarka.n aliran aktivitas tersebut. 
digunakan simbol, sebagai berikut 

Dlisi dengan pe!SYfilatan dan kelengkapan yang 
diperlukan. waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan keg<alan clan output pada setiap 
aktivrtas yang dilakukan. 

Mutu Buku 

Dii.sa dengan pelal<sanaan kegiatan yang 
bersangltutan. mulai dari jabatan tertinggi 
sampai deogan jabatan terendah (fungsional 
umum1staf) 

Pelaksanaan 

DllSJ dengan proses seia'< Clan mulai sampai 
dihasu,annya sebual1 output untuk setiap 
Sta'ldar Operasional Prosedur sesuai denga,, 
tugas pokOk dan lungs, kegiatan masing-masing 
un,t organisast yang bersang!<Utan. 
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BUPATI BEKASI. 

Gass Ahr 
Simbol 1n, d,gu"axan untuk menggarnbali<an arah proses 
pelassanaan keg.atan 

GarisPutus 
Simbol Im d1gunakan untuk menggamba.'1<an arah proses 
hasil dan petaksa~aan kegiatan yang bersifat temecsan. 

Simbol ,ni digtmal<an 1;ntuk menggambarkan pe,pindahan 
aktlvltas dalam satu halaman. 

llol<ume,, sebag3J llukt, pelal<sar.aan ,egiatan 

Kone><1or arrtar ,aJaman. 
Smbol in o,gunakan untuk menggambrui<an perpindahan 
ak!Mtas ke halaman beril<utnya. :J 

0 


